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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Untuk menunjang pembangunan yang merata di Indonesia serta
mendorong investasi secara besar-besaran,terutama pembangunan didaerah-
daerah,baik dalam rangka pembangunan serta pemberdayaan sumber daya alam.
Tentunya akan menemui berbagai macam permasalahan,yang salah satunya
adalah financial yang konsekuensi logis. Dimana dibutuhkan dana yang cukup
besar disamping sumber daya manusia yang handal dan memadai sebagai modal
besar pembangunan.
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran
paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah
kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi,yaitu dengan memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan
bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada
daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan
pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan
pentingnya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Tentang pemberian hak dan wewenang yang dari Pemerintah Pusat kepada
Provinsi,Kabupaten Kota dengan tujuan mampu mengurus daan mengatur
rumah tangga sendiri.
Adapun unsur-unsur pendapatan daerah itu sendiri menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang pemerintahan daerah adalah :
1. Pendapatan Asli Daerah.
a. Hasil Pajak Daerah.
b. Hasil Retribusi Daerah.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah,dan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004).
Mengingat terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut,maka
Pemerintah Daerah wajib mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang
ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.Untuk
mengoptimalkan Pendapatan Daerah tersebut pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 tentang
Retribusi Daerah, Retribusi dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu : Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Salah satu dari kelompok Retribusi tersebut juga memiliki andil dan dapat
dikembangkan menjadi salah satu penerimaan daerah oleh Pemerintah Provinsi
Riau guna pembangunan daerah adalah Retribusi Uji Kendaraan Bermotor yang
termasuk kedalam Retribusi Jasa Umum. Karena ekonomi masyarakat yang
sebagian besar golongan menengah kebawah,maka sebagai alternatif
transportasi masyarakat adalah kendaraan bermotor. Oleh karena banyaknya
jenis dan merk kendaraan bermotor pada saat sekarang ini yang dipasarkan,
Pemerintah Daerah khususnya Kota Pekanbaru merasa perlu andil dalam
pemeriksaan kendaraan bermotorsehingga layak dan aman dikendarai dijalur
perhubungan kota Pekanbaru.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu PAD
(Pendapatan Asli Daerah) yang sangat potensial, ini terbukti pada 2012, target
yang diberikan Pemko Pekanbaru untuk penerimaan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor adalah Rp2,44 miliar dan UPTD mendapatkan lebih dari
takget yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp3,122
miliar. Dengan Semakin meningkatnya hasil Penerimaan tersebut, pada 2013
Pemko Pekanbaru memberikan target Rp3,5 miliar, dan UPTD mampu
mendapatkan Rp3,477 miliar atau sekitar 99% dari target Pemko. Retribusi
Pengujian Bermotor menjadi sangat penting selain sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah tetapi juga dengan dilakukannya pengujian kendaraan
bermotor maka akan diketahui kelayakan suatu kendaraan untuk dikendarai agar
mengurangi kecelakaan dan gangguan lainnya dalam jalur perhubungan
transportasi. Sedangkan jumlahkendaraan bermotor wajib uji 50,26%dan
kendaraan bermotor tidak wajib uji 49,74% dari total keseluruhan kendaraan
bermotor di Pekanbaru. Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang tidak
melakukan uji berkala 31,64% dan kendaraan bermotor wajib uji yang diuji
berkala 68,36% sehingga dapat dikatakan masih banyak kendaraan bermotor
wajib uji yang belum diuji dan dipungut retribusi pengujiannya. Jika
Penerimaan disektor ini dapat dioptimalkan maka akan dapat meningkatkan
PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih besar lagi.
Tindakan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru telah diatur dalam PERDA
No.9 Tahun 2012.Didalamnya tercakup tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, mekanisme pemungutan pengujian kendaraan bermotor, SPJK,
SPSK, serta tarif dan denda yang berlaku.
Dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dan ingin mengetahui bagaimana pemungutan dan penghitungan
Retribusi Uji Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kantor Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk
Tugas Akhir yaitu : “Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan,Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.”
B. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu :
Bagaimana Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.Tujuan Penelitian.
a) Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan    Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota
Pekanbaru.
b) Untuk mengetahui peranan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat Penelitian.
a)Dalam penelitian ini dapat mengasah dan menambah ilmu pengetahuan
bagi masiswa khususnya bagi penulis.
b)Untuk bekal menghadapi dunia kerja yang akan datang bahkan
menamatkan studi dari Universitas.
D. Metode Penelitian
1. Tempat Penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah yaitu Dinas
Pendapatan Provinsi Riau yang berada di Jl.Jend.Sudirman No.6
Pekanbaru,Riau.
2.Waktu Penelitian.
Waktu penelitiaan penulisan dilaksanakan dari Tanggal 6 Maret 2013




Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian/narasumber (oraang yang memberi informasi melalui
wawancara) ataupun responden. Dalam hal ini penulis mewawancarai
Sekertaris dan beberapa pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Pekanbaru.
b) Data Sekunder.
Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-
buku, dokumen-dokumen, catatan/arsip ataupun referensi lainnya yang
memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini
dilokasi penelitian yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota
Pekanbaru maupun dari luar lokasi penelitian seperti perpustakaan, toko
buku dan lain-lain.
4. Metode Pengumpulan Data
a) Observasi.
Merupakan pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan
Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian
ini.
b) Interview (Wawancara).
Merupakan Tanya Jawab kepada narasumber di Instansi UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis bertanyaa
langsung kepada beberapa pegawai seperti Sekertaris dan beberapa
pegawai yang dianggap bisa memberi informasi yang berkaitan dengan
penelitian penulis.
5. Analisis Data.
Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya
adalah mangadakan analisis. Dan dalam hal ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian
menggunakan deskripsi (gambaran/penjelasan) secara detail dengan tanpa
melakukan pengolahan data.
E. Sistematika Penulisan Proposal Tugas Akhir
Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan Proposal Tugas Akhir ini, maka
penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data,
dan Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM
Pada bab ini dibahas Gambaran Umum mengenai keaadan
Perusahaan atau Instansi Pemerintah seperti Sejarah
Berdirinya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Struktur
Organisasi dan Uraian Tugas.
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Pada bab ini dibahas mengenai Pengertian Retribusi,Pengertian
Retribusi Jasa Umum, Pengertian Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Proses Pemungutan Retribusi
Kendaraan Bermotor di UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR Kota Pekanbaru.
BAB IV PENUTUP
Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan
dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang
dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
